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TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKITL KEFALA DAERAH

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA

Menimbang : bahwa dengan telah ditctapkannya Perahwan Pemcrintah Nomor
1090 Tahun 2000 tentang Kedodukan Keumgan Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perfu untuk meagahir
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dam Wakil Kepala Dacrah
dengan Peraturan Daerah.

Mengingal . 1. Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lombaran MNegara Tahun 1974 MNomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tabum 1999 {Lembaran
MNegara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nepara
Momor 3893} ;

3. Undang-Undang Womnr 22 Tahun 1999 tentang Pemnerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 60, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3839) ;

4, Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1999 tentang Permbangan
Keumgan antara Pemcrintzh Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ),

5, Peraturan Pemerintah MNomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
kouangsn (Administrasi Kopala Dacrah/Wakil Kcpala Dacrah
dan Bekas Kepala Dacrah/Bekas Wakil Kcpala Dacrah serta
JandaDudanya (Lembaran NegaraTahun 1980 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2000 {(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
121y

6. Peratwran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang
Kewenangan Pemcrintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Diaersh Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;



7. Peramran Pemeriniah Kepublk Indomesia MNemwor 105 Uabon-
2000 tentong Pengelolaor dan Pertamopunmawaban Kenangan
Daerah (Lembaran Negara Talnon 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4022),

8. Perahwan Pemerintah Nomor [08 Tahon 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Dacrah (Lembaran Nepara
Tatwm 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran negata Nomaor
4027} ;

9 Peratiran Pemerintah MNomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kevangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah

{ Lembaran WNegara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negama Nomor 4028) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Jepara

MEMUTUSK AN
Menctapkan © PERATURAMN DAERAH EKABUPATEN JEPARA TENTANG
KEDUDUKAN EKEUANGAN EKEPALA DAERAH DAN WAKIL
KFPALA DAERAH
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Fasal 1
Dalam Peramrin Diaerah ini yong dimaksod dengan :
I. Pemerimah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;

2. Kepala Daerah dam Wakil Kepala Diaerah  adalah Bupati dan Wakil Bupati Jepara;

3, Biava Penunjang Operasional adalah bizya untuk mendulomg pelaksanaan Tugas Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah,

BAB I
KEDUDUEAN EEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAFRAH
Pasal 2

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerzh adalah Pejabat Negara



Pazal 3

(1) Pcpawai Negeri yang diangka! menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah
dibebaskan dar jabatan organikniva tanpa kehilanpan statnenya sebagai Pegawad MNegeri,

{2) Sclama menjadi Kepala Daerah ataw Wakil Kepala Dacrah schagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Pepawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesnai denpan
ketentuan peraturan perundang-tndangan,

{3) Kepala Daerah atay Wakil Kcpala Daerah yang berasal dari Pepawai Negeri sebagaimana
dimaksud dalarn ayat (1) yang borhenti dongan hormat dard jabatanmya dikembalikan
kepada instansi asainya.

BAB I

KETH T AN KEITANGAN KEPATLA NAERAH DAN WAEKT. KFEPATA NAFRAH
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjamgan
Pasgal 4

(1) Ecpala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah diberikan paji, yang terdiri dari (Gaji Pokok,
Tumangan Jabatan, dan Tunjanpan Lainya.

{2) Bosarnya Gapi Pokok Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah schagaimana dirmaksud
dalam ayat (1) ditctapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

{3) Tumjangan jabatan dan tunjangan lainnya scbagaimana dimaksod dalam ayat (1) ditetapkan
sesun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara,
kecuah diteniukan lain dengan peraluran pernandang-undamzan,

Pasal 5
Kepala Dacrah dom Wakil Kepala Dacrah idak dibenarkan menerima penghasilan dan atae
fasilitas rangkap dani Negara,

Bagian Kedua
Biava Sarmma dan Prasvarana

Pasal 6

{1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan
beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.

{2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan
dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam
keadaamn baik kepada Pemeniniah Dacrah bmpa sualu kewajiban dan Pemerintah Daerah,

Dagjan Ketiga
Sarana Mobilitas

FPasal 7
(1} Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah discdiskan masing-masing kendarasn Dimas,

(2) Apabila Kepala Dacrah Jan Wakil Kepala Dacrah berhenti dari jabatanmya, kendaraan
dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintaly Daeraly.



Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pazal &

Uhtuk pelaksamazn tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dizediakan :

biaya rumah tanpga dipergunakan untuk membiayai kepiatan rumah tangga Kepala Dacrah
don Wakal Kepala Dacrah ;

biaya pembclian inventaris rumah jabatan dipergumakan untuk membel barang-barang
inventaris remah jabatan Kepala Daersh dan Wakil Kepala Dacerah,

hiaya pemehharzan rumah jabatan dan barang-barang mvenlans dipergunsken unfulk
pemeliharaan romah jabatan dan baranp-haranp inventaria yang dipakai atau dipengunakan
cleh Kepala Diacrah dan Wakil Kepala Dacrah;

bizya pemelharaan kendaraan dinas dipergonakan ontuk pemelharaan kendaraan dinas
yang dipakai atan dipergunakn oleh Kepala Dasrah don Wakil Kepala Daerah;

bizya pemebharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rchabilitasi,
manjangan cacal dan vang duka bag Kepala Datrah dan Wakil Kepala Daerah beserta
anggota keluarganya ;

biaya perjalanan dinas diperpymaken ik membiayai perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraly

biaya pakaian dinas dipergunakan uniuk pengadaan pakaian dinas Kepala Dacrah dan
Wakil Kcpala Dacrah berikut atributnya ;

bizya penunjang operasional dipergomakan wniuk koordinasi, penanggulangan kerawanan
sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lamnya guna mendukung pelaksanaan
fugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal ©

Besamya biaya penunjang operasional Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan
berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Dacrah sebagat berikut ©

a.
b.

8

d.

sampai dengan 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% ;

diatas Bp § milvar sampai dengan Ep 10 milyar paling rendah Bp 150 juta dan paling
tinggi selregar 2 %

diatas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling
tinggi schesar 1.5 %

diatas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendsh Rp 300 juta dan paling
tinggi sebesar 0,80 % ;

diatas Rp 30 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 hua dan paling
tinggi schesar 0,40 % ;

dintas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 jula dan pafing tin 0,15 %.

Pazal 10

Pengetuaran vang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dibebankan
kepada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara,



BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, maka semina Peraturan yang bertentangan dengan
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Paal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tengeal divedangkan dan memponyai dava laks suna
sampai dengan 1 Januaei 2001

Agar sefiap orang mengetalwonys, memerintahkan pespmdangan Peratras Dacrals s dengan
poncmpaiannya dalam Lambaran Deerabh

Ditctapkan &1 Jepara
Pada tanggal 28 April 2001

BUPATI JEPARA
Dme. SOENARTO

DPaundangkan di Jepara
Pada tatgeal 28 Aprid 2001

TARIS 1D

Ds, HENDRO MARTOIO
Pembita 1L 1
NIP 010072015
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PENTELASAN
ATAS

PERATURAN DAER AH KABUPATEN JEPAR A
NOMOR £ TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAK

I. PENJELASAN UMUM

Daliom rangka penyclenggarsan olemom yang luas, nyala dun berlangnmg jawab,
Kepala DNacrah dan Wakil Kepala Maerah mempunyai peranan vang sangat strategrs
dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat dan
bertanggung jawab sepenuhmnya tentang jalannya Pemerintah Daerah,

Cleh karena itu , dalam melaksanakan tgas dan fungsinya sebagai pejabat nepara
periu diberikan hak kevangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melahi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atat Dana Alokasi Umom (DALD
Katupaten Jepara. Untuk menunjang kegiatan operasiomal Kepala Dacrah dan Wakil
Kepala Dactah dibiavai dari Anpparan Pendapatan dan Belanja Dacrab (APBD) yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan kevangan Dacrah khususmya berdasarkan
Pendapatan  Asli Dacrah dongan ictap memperhatikan pemsip cofisinsi,  cfchktifitas,
kehematan dan dapat dipertangeunpjawabkan,,

Atas dasar hal tersebut diatas, periu dianr kedudukan kevangan Kepala Dacrah dan
Walkil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

. PENITLASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat {1} :  yang dimaksnd dengan dibehaskan dalam avat i
adalsh bahwa Pegawai MNegeri yang bersangkutan
tidak lagi menerima mnjangan jabatan dan fasilitas
lainnya sejak yang bersanghutan dilantik menjadi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dactah.

Ayat (2) . Scjak dilantik menjadi Kcpala Dacrah dan Wakil
Kepala Dacrah, Pejabat yang beraszal dari Pegawai
Megeri i tidak lagi mengerjakan fugas-tugas pada

mstansi asalnya.
Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 4 1 cubup jelay
Pasal 5 1 Reorang Pegawai Negeri apahila dizngkat menjadi

Kepala Daerah alau Wakil Kepala Daerah, hanya
menerima penghasilan dan  mengpunakan  fasilitas
sebagai pejabat negara.

Pasal 6 ayat (1) : yang dimaksud dengan biaya pemchharaan romah
jabatan termasuk biaya pemakaian air, lisiik, telepon
dan gas sesai dempan kelenbvan yang berlaku dam
kemnampuan kenangan Daerah.



Ayat (2}

Pasal 7 ayal (1)

Ayat (2)

Paszal 8 huuf 2

Hurof bedd

Huruf e

Huruf h

Pasal &

Pasal 10 5.d 12

Proses penyerahan romah jabatan dan barang-barang
periengkapannya  kepada  Pemerintah  Daersh
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Yang dimaksud dengan fanpa smam  kewapban
Pemerintah Dacrab adalah bahwa Pemerintah Dacrah
tidak menanggung scgala ikatan vang dilakukan olel:
yang bersangkutan dengan pihak lain  schingga
tgadi beban anggaran Pemcrintah Dhacrah

Serah  terima  dimaksud  selambat-Jambatnya
dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak vang bersanplotan

Dalam  pengadasm  kendaram  dinas hanp
mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana
dan bersahaja yang disesuatkan dengan kemampuan
keuangan Dracrah.

Penyerahan kendaraan dinas  dilaksanakan paling
lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersanglutan
berhenti dari jabatannya.

yang dimaksud depgan bizya mumal tangga adalal
banfuan biayz untuk menunjang kebutuhan minimal
torsclenpgaranys rumah tanppa Kopala Dacrah dan

Wakil Kepala Dacrah, sebatas kemampuan keuangan
Diacrah.

cukup jelas,

yang dimaksud beserta keluarganya meliputi 1 (saiu)
orang Suamiflstri, anak kandung dan anak angkat
yang Ielah disahkan

cukup jclas

yang Jdmaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian
Sipll Hanian |, Pakaian Sipil Besmi, Pakaian Sipil
Lengkap dan Pakaizn Dinas Upacara.

Yang dimaksud dengan kogiatan kKhusus  scperti
kegiatan Kencgaraan ., Promosi dan  protokoler
latnmyya.

Yang dimaksud dengan Pendapatan Ash Dacrah
adalah pendapatn yang berssal dan hasdl Pajuk
daerah, Retibusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah

dan P:-nglulaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan
serta lain-lam pendapatan asli Daerah yang sah

cukup jelas



